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Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai desentraslisasi fiskal dan kinerja ekonomi Sumatera
Barat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, jumlah
penduduk miskin, dan kesejahteraan masyarakat. Model dibuat berdasarkan analisis
Structural Equation Model (SEM) dimana model yang dibuat berdasarkan teori yang
ada dan direpresentasikan kedalam bentuk matematis dan path diagram dengan
menggunakan tools AMOS versi 5. Data yang digunakan adalah data panel dengan 19
kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2001-2009. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa desentralisasi fiskal mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dan
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi mempunyai
hubungan positif dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan
ekonomi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat, penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan positif dan signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan mempunyai
hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi/sumber daya yang ada di wilayahnya
guna meningkatkan Pendapapatan Asli Daerah, sehingga desentralisasi fiskal meningkat.
Seiiring dengan peningkatan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi juga akan
meningkat, sehingga terjadi penyerapan tenaga, mengurangi angka kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama masa pemerintahan orde baru perekonomian Indonesia menunjukkan

kondisi yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi secara nasional rata-rata per tahun

cukup tinggi dan pendapatan per kapita kian naik setiap tahunnya. Namun pergerakan

ekonomi lebih terkonsentrasi di pusat (Jawa), sehingga keberhasilan ekonomi yang

ditingkat nasional cenderung tidak menunjukkan kondisi rill ekonomi yang sebenarnya.

Jika dilihat pada tingkat regional, kesenjangan pembangunan ekonomi antarprovinsi

semakin besar. Hal ini tidak lepas dari UU No. 5 tahun 1974 dimana kekuasaan dan

kontrol yang begitu besar dari pemerintah pusat dalam mengelola sumber pendapatan

daerah yang ditetapkan sebagai sumber pendapatan negara, termasuk pendapatan dari

hasil sumber daya alam (SDA) di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan

perikanan/kelautan. Sehingga, selama itu daerah-daerah yang kaya akan sumber daya

alam tidak dapat menikmati hasil secara layak (Yafiz,1999).

Munculnya krisis ekonomi disusul kemudian dengan lengsernya Soeharto,

timbulnya krisis politik dan sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah, dan semakin parahnya hak asasi manusia (HAM); semuanya ini seakan-

akan memberikan suatu kesempatan besar bagi masyarakat di daerah yang selama

pemerintahan orde baru sangat tertekan untuk menuntut kemerdekaan atau pendapatan

otonomi yang lebih luas (Tambunan, 2001).

Kondisi ini memicu gerakan desintegrasi yang melahirkan dua undang-undang

yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi yang luas dan

bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, tanpa ada lagi



intervensi dari pemerintah pusat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Hal ini ditunjukkan dengan

dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang diganti

menjadi UU No.32/2004 dan UU No. 25/1999 menjadi UU No.33/2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengambilan keputusan

yang dahulunya tergantung pemerintah pusat (sentralisasi) sekarang berubah menjadi

pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah (desentralisasi).

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong

partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong

pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber

dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal

dapat memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran dalam

pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintahan yang paling rendah yang

memiliki informasi paling lengkap. Menurut UU 33 Tahun 2004 sumber penerimaan

yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain

yang sah.

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat desentralisasi fiskal

ialah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) denga total penerimaan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu didorong oleh aktivitas ekonomi yang

terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat memicu akselerasi pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebaiknya disertai dengan peningkatan kondisi ekonomi

ekonomi makro dan sosial di daerah tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa



indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah. Pertama, dilihat dari hasil output

pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sejak pemberlakuan desentralisasi yakni tahun 2001 – 2009 (table 4.2) data

menunjukkankan terjadi kenaikan PDRB Sumatera Barat setiap tahunnya. Peningkatan

PDRB dipicu dari peningkatan aktivitas ekonomi melalu pengelolaan sumber-sumber

pendapatan daerah tersebut.

Kedua, dilihat dari indikator sosial (tenaga kerja) di Sumatera Barat dari tahun

2001 hingga 2009, dimana angka pengangguran masih terlihat tinggi terutama dari

tahun 2004-2006 (table 4.2). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan

ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, sehingga angka

pengangguran masih terbilang tinggi.

Ketiga, ditinjau dari aspek kemiskinan di Sumatera Barat yang dilihat dari

jumlah penduduk miskin. Tingginya jumlah penduduk miskin belum menunjukkan

suatu keberhasilan yang cukup memuaskan. Keempat, tingkat kesejahteraan masyrakat

melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu indikator

kemiskinan terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan,

kesehatan, dan pendapatan. Kondisi yang miskin menyebabkan seseorang akan

mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan

akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga

tidak akan merasakan kehidupan yang layak.

Idealnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengatasi

permasalahan ekonomi, sehingga hal tersebut memicu makin menariknya isu mengenai

pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi suatu

daerah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji apakah melalui



desentralisasi fiskal di Sumatera Barat mampu menjawab persoalan ekonomi yang

dilihat dari variabel makro dan sosial yakni pertumbuhan ekonomi; kemiskinan; tenaga

kerja terserap; dan kesejahteraan masyarakat, sehingga adapun judul yang diambil

adalah

“DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA EKONOMI SUMATERA

BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana peranan desentralisasi fiskal

terhadap kinerja ekonomi makro Sumatera Barat dari tahun 2001 (setelah pergantian

UU tahun 2001) hingga 2009. Berangkat dari persoalan tersebut maka permasalahan

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana peranan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi Sumatera Barat

yang dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Penyerapan Tenaga

Kerja, dan Kesejahteraan masyarakat? “

1.3 Tujuan Penelian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini adalah menganalisis bagaimana desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi Sumatera

Barat yang dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Penyerapan Tenaga Kerja

dan Kesejahteraan Masyarakat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang desentralisasi fiskal

dan kinerja ekonomi Sumatera Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur antara

desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,110 dan probabilitas sebesar

0,002( signifikan pada α = 1%). Peningkatan 1% derajat desentralisasi fiskal

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11% dan pengaruh tersebut

signifikan.

2. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang

positif dan signifikan. Hasil estimasi yang menunjukkan bahwa koefisien jalur

bernilai positf yaitu sebesar 1,359 dan probabilitas sebesar 0,007 dengan tingkat

signifikansi 1%. Hal ini mnyatakan bahwa peningkatan 1 % pertumbuhan

ekonomi akan meningkatkan 1,359% tingkat partisipasi angkatan kerja, yang

berarti bahwa meningkatnya penduduk usia kerja yang memasuki pasar kerja.

3. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap

jumlah penduduk miskin. Koefesien jalur kedua variabel ini bernilai negatif

yaitu -8,782 dan probabilitas sebesar 0,007 (signifikan pada α = 1%). Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan



menurunkan Head Count Index sebesar 8,782 yang berarti bahwa persentasi

penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan mengalami penurunan.

4. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang

positif dan signifikan. Koefisien jalur yang bernilai positif sebesar 1,177 dan

probabilitas sebesar 0,000 ( signifikan pada α=1%). Hal ini mengartikan bahwa

setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan indeks

pembangunan manusia (IPM) sebesar 1,177. Peningkatan IPM ini. menunjukkan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

5. Penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan

dengan kesejahteraan masyarakat. Koefisien jalur sebesar 0,113 menunjukkan

bahwa meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang diprosi dengan TPAK

sebesar 1% akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar

0,113 yang berarti kesejahteraan masyarakan juga meningkat dan signifikan

pada probabilitas 0,007 pada taraf kepercayaan 1%.

6. Jumlah penduduk miskin yang mempunyai hubungan negatif dengan

kesejahteraan masyarakat dengan koefisien jalur sebesar -0,692. Hasil estimasi

ini menjelaskan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin yakni yang diproksi

melalui Head Count Index (HCI) sebesar 1% akan meningkatkan kesejateaan

masyarakat sebesar 0,692, dalam hal ini adalah indeks pembangunan manusia

(IPM)
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